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BAB V  

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis 

mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan 

Rescheduling Pembiayaan Mikro Murabahah Bermasalah di Bank 

Sariah Indonesia KCP Labuan” maka dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Bahwa yang boleh melakukan rescheduling bukan hanya pada 

pembiayaan macet yang bisa melakukan rescheduling tetapi 

pembiayaan kurang lancar yang disebabkan kemampuan 

nasabah dalam pembayaran menurun atau pendapatan dari 

hasil usahanya menurun itu juga bisa mengajukan 

rescheduling kepada pihak bank. Pihak bank yang 

memberikan rescheduling atau pihak nasabah yang 

mengajukan rescheduling itu karena ada kendala dalam 

melakukan pembayaran angsurannya yang disebabkan 

pendapatan usahanya menurun sehingga dalam melakukan 

pembayaran keberatan maka dari itu dilakukannya 

rescheduling dengan angsuran yang lebih kecil sesuai dengan 

kemampuan pihak nasabah dengan menambah waktu 

angsurannya agar angsuran perbulannya lebih ringan sesuai 

dengan kemampuan pihak nasabah. Sehingga penerapan yang 

dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonsia KCP Labuan ini 

yaitu dengan yaitu dengan melihat dari pendapatan nasabah 
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yang mengajukan rescheduling karena yang mengajukan 

rescheduling biasanya nasabah lancar yang mengalami 

penurunan pendapatan dari hasil usahanya, sedangkan nasabah 

yang di rescheduling oleh pihak bank itu nasabah yang macet 

atau kurang lancar dalam angsurannya sehingga harus 

dilakukan rescheduling. Tetapi apabila nasabah tersebut sudah 

di-rescheduling tetap tidak bisa membayar angsuran atau tidak 

lancar membayar angsuran maka pihak bank akan melakukan 

lelang atau sita jaminan dengan persetujuan nasabah tersebut.  

2. Dalam perspektif hukum Islam pelaksanaan rescheduling 

pembiayaan mikro murabahah bagi nasabah yang bermasalah 

di Bank Syariah Indonesia KCP Labuan berdasarkan tinjauan 

hukum islam telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 

bahwa pelaksaan atau penerapan rescheduling ini tidak 

menambah jumlah pembayaran dan menambah jangka waktu 

tetapi ada yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yaitu 

dengan adanya tambahan margin yang harus dibayar oleh 

nasabah. Penerapan rescheduling di Bank Syariah Indonesia 

KCP Labuan juga telah sesuai dengan Fatwa DSN-48/DSN-

MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah 

bertujuan agar sistem rescheduling pembiayaan mikro 

murabahah ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan 

membantu nasabah dalam pembayaran angsurannya agar tidak 

terjadi kemacetan.  
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B. Saran  

Dari kesimpulan diatas maka penulis mencoba memberikan 

dan mengemukakan masukan atau rekomendasi bagi Bank Syariah 

Indonesia Kantor Cabang Pembantu Labuan yang berkaitan dengan 

penyelesaian pembiayaan bermasalah :  

1. Untuk Bank Syariah Indonesia KCP Labuan dalam 

memberikan pembiayaan mikro murabahah hendaknya pada 

saat penilaian pembiayaan dengan 5C pihak Bank Syariah 

Indonesia KCP Labuan harus lebih dilakukan dengan sebaik 

mungkin, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya 

pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro murabahah, 

serta hendaknya Bank Syariah Indonesia KCP Labuan harus 

selalu melakukan monitoring angsuran nasabah secara rutin 

agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan 

mikro murabahah. Dalam penanganan rescheduling hendaknya 

pihak Bank Syariah Indonesia KCP Labuan harus lebih teliti 

dan cermat dalam menganalisa kendala yang dialami oleh 

nasabah sehingga faktor-faktor penyebab pembiayaan 

bermasalah pada pembiayaan mikro murabahah dalam 

pelaksanaan pembiayaan dapat berkurang dan dapat diatasi 

dengan baik. 

 

2. Sebaiknya pihak Bank Syariah Indonesia KCP Labuan tidak 

menambah margin kepada nasabah yang memberatkan 

nasabah karena nasabah sedang mengalami kesulitan dalam 

membayar angsuran ditambah dengan harus membayar margin 
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yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh pihak bank kepada 

nasabah. Karena dengan adanya tambahan margin ini akan 

mempersulit nasabah dalam membayar angsuran, maka dari itu 

sebaiknya pihak bank tidak mengadakan adanya tambahan 

margin itu akan meringankan dan membantu nasabah dalam 

membayar angsuran kepada pihak bank tersebut. Sehingga 

aturannnya akan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

 

 

 

 

 

 


